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BUPATI KUBU RAYA 

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR2J T AHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR62 
T AHUN 2009 TENT ANG KEBIJAKAN AKUNT ANSI DAERAH 

KABUPATEN KUBU RAYA 

DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUP ATI KUBU RA YA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tentang Akuntansi 
Pemerintah yang berhubungan dengan akuntansi aset tetap, perlu 
dilakukan perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 62 
Tahun 2009; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 62 
Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten 
Kubu Raya; 

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umurn (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2); 



. . . 

Menetapkan 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu 
Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 
Nomor 14); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 62 TAHUN 2009 
TENT ANG KEBIJAKAN AKUNT ANSI DAERAH KABUPA TEN 
KUBU RAYA. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 62 Tahun 2009 tentang Kebijakan 
Akuntansi Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 
2009 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 
Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 59), diubah sebagai 
berikut: 

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4), diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, meliputi: 
Bab. I Kebijakan Umum Akuntansi. 
Bab. II Kebijakan Akuntansi Pos-pos Laporan Keuangan. 
Bab. III Prosedur Akuntansi Keuangan. 
Bab. IV Simulasi Akuntansi Keuangan Daerah. 

(2) Rincian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu 
kesatuan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Pengecualian terhadap aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk 
koleksi perpustakaan berupa buku dan non buku, barang bercorak 
kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. 

pkan di Sungai Raya 
ggal 2 -5- 2 

HUSEIN {AUWIK 
BERITA DAERAH KAUPATEN! 'RAYA 
TAHIN..2.Pl.......NOMOR...24........ 

Dundangken d sungai Raya 
pada tanggai..R/.1.29l!. 
SEKRETARIS DERAH KAUI ATE» KUBI PAV# 


